
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 16 TAHUN 2OL5

TENTANG

PEDOMAN UMUM

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE'

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam

mengoptimalkan partisipasi d"tt pengawasan publik daiam

pro"E"' penyelenggaraan pemerintahan negara dan segala

sesuatu y^nsberakibat pada kepentingan publik;

b. bahwa untuk tersedianYa informasi Yang daPat

dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumentasi yang

lengkap, akurat, dan faktual;

c. bahwa hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi

manusia dan prasyarat yang mendasar dalam rangka

mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, terbuka

dan akuntabel;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

hurufa,hurufb,d'anhurufcperlumenetapkanPeraturan
Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pelayanan

Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Kepulauan Sangihe.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tarrlbahan l,embaran Negara

RepubliklndonesiaNomorls22)sebagaimanayangtelah
diperbaharuidalamUndang_UndangNomor8Tahun2oo2
tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi

Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO2 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4183) dan Und,ang - Undang Nomor 15 Tahun

2OO7 tentang Pembentukan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro

di Provinsi sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor L7, Tarnbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a69l);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan

Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3

Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repubrik Indonesia

Nomor 4355);

Und.ang-UndangNomor14Tahun2oostentangKeterbukaan
InformasiPublik(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahrrn
2OO8 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Publik(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTakrrrn2oo9Nomor
Tl2,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor
5038);

6. Undang-Undang Nomor 43

(Lembaran Negara RePublik
Tambahan Lembaran Negara

1 1. Peraturan Pemerintah
Organisasi Perangkat

Tahun 2OO9 tentang KearsiPan

Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 152,

Republik Indonesia Nomor 5O71);

T.Undang-UndangNomor12Tahun2olltentangPembentukan
PeraturanPerundang-Undangan(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 20Ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik lnd'onesia Nomor 523a\;

8.Undang_UndangNomor23Taltun2014tentangPemerintahan
Daerah(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun2ol4
Nomor244,TambahanLembaranNegaraRepubliklndonesia
Nomor 5587);

g'PeraturanPemerintahNomor58Tahun2005tentang
PengelolaanKeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2oo5 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Nomor a578);

lO.PeraturanPemerintahNomor33Tahun2oo7tentang
PembagianUrusanPemerintahanantaraPemerintah,
PemerintahanDaerahProvinsidanPemerintahanDaerah
Kabupaten/Kota(LembaranNegaraRepubliklndonesiaTahun
2OOTNomor32,TambahanLembaranNegaraRepublik
Indonesia Nomor a737);

Nomor 4l Tahun 2OO7 tentang

Daerah (Lembaran Negara RePublik

ry
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Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 89, Tamballan Lel]r,baran Negara

Republik Indonesia Nomor 47al);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6l Tahun 2OlO tentang

Pelaksanaan Und'ang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 20to Nomor gg, TambaLtan Lembaran Negara

RePublik Indonesia Nomor 5\a9);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2074 tentang

PerubahanNamaKatrupatenSangihedanTalaudmenjadi
KabupatenKepulauanSangihediProvinsiSulawesiUtara
(LembaranNega.aRepubliklndon.=iaTahun2ol4Nomor167,
TambahanLembaranNegaraRepubliklnd.onesiaNomor555T);

14.PeraturanMenteriDaiamNegeriNomor35Tahun2olotentang
pedoman pengelolaan pelayairan Informasi dan Dokumentasi di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah.

15.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorlTahun2ol4tentang
PembentukanProd.ukHukumDaerah(BeritaNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2074 Nomor 32);

16.PeraturanDaerahKabupatenKepulauanSangiheNomor14
Tahun2oostentangorganisasidanTatakerjaSekretariat
DaerahdanSekretariatDewanPerwakilanRakyatKabupaten
KepulauanSangihe(LembaranDaerahKabupatenKepulauan
SangiheTahun2003Nomort4\sebagaimanatelahdiubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

NomorlTahun2oT4tentangPerubahanatasPeraturan
DaerahNomor14Tahun2008tentangorganisasidanTata
kerjaSekretariatDaeraltdanSekretariatDewanPerwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran

DaerahKabupatenKepulauanSangiheTahun2ol4Nomorl);

lT.PeraturanDaerahKabupatenKepulauanSangiheNomor15
Tahun200stentangorganisasidanTatakerjaDinasDaerah
(LembaranDaerahKabupatenKepulauanSangiheTahun2oo8
Nomor15)sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Nomor3Tahun2ol2tentangPerubahankeduaatasPeraturan
DaerahNomor15Tahun2oostentangOrganisasidanTata
kerjaDinasDaerah(LembaranDaerahKabupatenKepulauan
Sangihe Tahun 2012 Nomor 3);

1g. peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 16

Tahun2oostentangorganisasidanTatakerjalnspektorat,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah' Lembaga Teknis

DaerahdanLembagalainKabupatenKepulauanSangihe
(LembaranDaerahKabupatenKepulauanSangiheTahun2008
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Nomori6)sebagaimanateiahciiubahbeberapakali
terakhirdengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan

SangiheNomorTTahw2ol4tentangperubahankeempatatas
PeraturanDaerahNomor16Tahun2oostentangOrganisasi
danTatakerjalnspektorat,BaclanPerencanaarrPembangunan
Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga iain

Kabupatent<epulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Sangihe Tahun 2Ol4 Nomor 7);

Tg.PeraturanDaerahKabupatenKepulauanSangiheNomor|7
Tahun2o0stentangOrganisasidanTataKerjaKecamatandan
Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe

Tahun 2OO8 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Nlenetapkan:PERATURANBUPATITENTA}.IGPEDOMANUMUM
PENGELOLAANPELAYANANINFORMASIDANDOKUMENTASI
DILINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENKEPULAUAN
SANGIHE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah aciaiah Kabupaten Kepuiauan Sangihe;

2. pernerintahan Daerah adalah penyelen ggaraar. urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Inclonesia sebagaimana dimaksud

ciaiamUnciang-undangDasarNegaraRepubiiklndonesiaTahun1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah Otonomr;

4. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe;

5. Aparat Pemerintah Daerah adalah Bupati, wakil Bupati' Pegawai di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Perangkat Kampung;

6 Satuan Kerja Perangkat Daerah ad'alah Lembaga Pemerintah Daerah yang

bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati penyelenggaraan

pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga

Daerah,KecamatandanKelurahan/Kampung;

T.Informasiadalahketerangan,pernyataan,gagasan,dantanda-tandayang
mengandung nilai, makna, du.., p."u.n, baik data, fakta maupun penjelasannya

yang aapai dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai

kemasan dan format se"uJi dengan perkembangan teknologi informasi dan

komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik;

\
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Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pencatatan

clokumen, data, gambar dan suara untuk bahan informasi publik;

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim,

dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan

penyelenggara dan penyelenggaraarl negara danf atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan

dengan kepentingan Publik;

Badan publik adalah Lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif badan lain yang

fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yarrg

sebagian dan seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Beianja Negara d,anf atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau

organisasi non Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya

bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara danf atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, danlatau luar

negeri;

pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan d.iberi tugas untuk menduduki

posisi atam jabatan tertentu pada Badan Publik;

L2. Pejabat pengelola Informasi clan Dokumentasi yang sela-njutnya disingkat PPID

adalah Pejabat yang bertanggungjawab dalam pengumpulan,

pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan' penyediaan, distribusi, dan

pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulaman

Sangihe;

13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orarrg, badan hukum, atau badan

publik.

14. pengguna Inforrnasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik

sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan.

15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum

Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi publik sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan'

BAB Ii

PENGELOLAAN PELAYANAN SERTA AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasai 2

pemerintah Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan

informasi dan dokumentasi'

Pasal 3

(1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah bersifat terbuka dan dapat

diakses oleh setiap pengguna informasi publik'

(2) Inforrnasi publik yang dikecualikan d,i lingkungan Pemerintah Daerah bersifat

ketat dan terbatas'

10.

I1.

,l
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di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diperoleh pemohon

dengan cepat, t#; ;kt'' bity a ringan dan dapat diakses(s)

(4)

(5)

Informasi publik yang dikecualikan di

rahasia slsuai dengan Peraturan

Informasi Publik
infornrasi Publik
dengan mudah.

kepentingan umum'

Informasi Pubiik Yang
konsekuensi Yang timbul
dan pertimbangan Yang
melindungi kePentingan
sebaliknYa.

lingkungan Pemerintah Daerah bersifat

;;T;ffig-undangan, kePatutan dan

dikecualikan didasarkan pada pengujian atas

apabila suatu i.rfot*t"i diberikan kepada ma.syarakat

seksama batrwa menutup informasi publik dapat

l""g i.Uift besar daripada membukaiya atau

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Sangihe berhak menolak

informasi Publik aPabila tidak
(1) Pemerintah Daerah Kabupaten -.-Kepulauan' ' ,.,."-berikan informasi yang dikecualikan'

(2) Pemerintah Daerah berhak menolak memberikan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

(3) Informasi Publik yang tidak. dapat diberikan Pemerintah

dimaksud Pada aYat (1), adalah:

Daerah, sebagaimana

a. Informasi yang dapat membahayakan r,egara; n.,,.rl rrsaha da
b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlind'ungan usaha dan

persaingan usaha tidak sehat;

c. Informasi y;il"rkaitan dengan h1k-h.ak pribadi;

d. Inform."l V^.E [".Uit^r, den[an rahasia.jabatan; danlatau

e. Informasi y;;; belum dikuasai atau d'idokumentasikan'

Pasal 5

(1) pemerintah Daerah wajib menyediakan, memberikan d'anlatau menerbitkan

informasi publik yang beradi dibawah kewenangannya kepada pemohon

informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan

perundang-undangan'

(2) Untuk melaksanakan kewajiban - sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

PemerintahDaerahmembangundan-mengembangkansisteminformasidan
dokumentasi pengelolaan infoimasi publik yingaapat diakses dengan mudah'

BAB IV

PEMBENTUKAN PPID

Pasal 6

(1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di

pemerintah Daerah kabupaten Kepulauan Sangihe maka dengan

Bupati ini dibentuk dan ditetapkan PPID'

(2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melekat pada pejabat

yangmembidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi'

lingkungan
Peraturan

struktural

+
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menduduki Posisi PPID ditetaPkan

untuk melaksanakan Pengeiolaan dan
dengan kePutusan BuPati

Peiayanan informasi'(3) Pejabat Yang
sebagai dasar

Pasai 7

(1)PPIDbertanggungjawabkepadaBrrpatimelaluiSekretarisDaerah.
(2) PPID d.alam melaksanakan Pelayanan Informasi dibantu oleh PPID pembantu

yang berada di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah d'anlatau Pejabat

Fungsional.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 8

(1) Struktur organisasi PPID sebagai berikut :

a. Pembina (Bupati Kepulauan sangihe dan wakil Bupati Kepulauan Sangihe);

b. pengarah/atasan pptO (Sekretari"s Daerah Kabupatin Kepulauan Sangihe);

C.TimPertimbangan(PejabatEselonIIdanseluruhPimpinanSKPD)
d.PPID(KepaiaBagianHumasSetdaKabupatenKepulauanSangihe)
e.PPIDPembatu(PejabatpadaSKPDya.r]gmengelolainformasidan

dok-umentasi);
f. Bidang : .

1. Bidang pelayanan dan pengelolaan informasr

2. Btd'ang p",gof"han data dan dokumentasi informasi

3. Bidang penyelesaian sengketa informasi

4. Sekretariat PPID

(2) BaganStruktur PPID sebagaimana pada lampiran Peraturan Bupati ini;

(3) Tata kerja PPID akan diatur secara tersendiri'

Pasal 9

(i ) Pembina bertugas:
a.Melakukanpembinaanterhadappengelolaanpelayananinformasidan

dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. Mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi' yaitu informasi yang

wajibdisediakandandiumumkansecaraberkala'sertatnerta'tersedia
setiap saat serta informasi yang dikecualikan;

(2\Pengarah bertUgas: , r :-^r^..-^^; Ann .l^lzrrrner
a. Memberik an araltan kepada Pejabat pengelola informasi dan dokumentast

terkaitpengelolaanpelayananinformasidandokumentasi;
b.MemberikanpersetujuankepadaPejabatpengelolainformasidan

dokumentasi atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses atau

diberikan kepada pemohon informasi;

c. Memberikan rekomendasi kepada Pejabat

dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi
pengelola informasi dan

yar..g dikecualikan;

'rL
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d. Memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat pengelola informasi dan

dokumentasi terkait dengan ".ii"p 
kebijakan yangdrambil untuk memenuhi

hak setiaP Pemohon informasi'

(3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi bertugas:

a. Membaha"'"'1t"-usulan informas t yang dikecualikan;

b.Memberikanpertimbangan-pertimbanganatasklasifikasiinformasi,
termasuk informasi yang ciikecuaiikan;

C.Memberikanpertimbanganatashal-halyangbelumdiaturdalambuku
Panduan.

(o) 
""tilJ#l:3lii.""tuan dan mengkonsoridasikan pensumpulan bahan informasi

d'an d'okumentasi dari PPID Pembantu;

b.N{en5limpan,mendokumentasikan,menyediakandanmemberipelayanan
informasi kePada Pubiik;

c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;

d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;

e. Melakukr-,' pl*lltahiran informasi dan dokumentasi;

f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat'

(5) PPID memiliki tanggung jawab dalam hal: 
-1^,----^.^f^oian o.'rrrrh inforrr

a.Mengkoord,inasikanpenyimpand.anpend.okumentasianseluruhinformast
Publik;

b. Mengkoordinasikan persediaan dan pelayanan seluruh informasi yang dapat

diakses oleh Publik;
Pasal 10

Dalamrangkamelaksanakantugassebagaimanadimaksudciaiampasalgayat(4),
PPID berwenang :

a.iuenolakmemberikaninformasiyangd.ikecualikansesuaidenganketentuan
Peraturan Perundang-undangan ;

b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerjalsatuan kerja yang

menj adi cakrrPan kerj anYa;

c.MengkoordinasikanpemberianpelayananinformasiderrganPPIDpenrbantu
d.anlatau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

d.Menentukanataumenetapkansuatuinformasidapat/tidaknyadiaksesoleh
Publik;

e.MenugaskanPPIDPembantrrdan/atanrpejabatfungsional.,'..,.TTembrrat,
mengumpulkan, serta memelihara i*oi-r'"i d.an dokumentasi untuk

kebutuhan organisasi'
Pasal 1 1

PPID Pembantu bertugas:

a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan

tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
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b. Menyampaikan informasi clan clokumentasi kepada Pejabat Pengelola

Inforrnasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;

c. I\Ielaksanakan kebijakan teki-ris irrformasi dan d'okumentasi sesuai dengarr

tugas pokok dan fungsinya; : r^- r^1-,.-anraqi hn
d. Menjamin ketersediaan dan akseierasi informasi dan dokumentasi bagi

pemohonlayananinformasisecaracepat,tepatberkualitasdengan
tnenged.epankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

e. Mengumpulkan, mengoiu.n, -L.rgkompiiasi bahan dan data lingkup satuan

perangkatkerjadaerahmasing-masingmenjad'ibahaninformasipublik.

Pasal 12

Untuk pelayanan informasi, Bidan g-bid,anglsekretariat sebagaimana Pasal 8 huruf

f menjelaskan tugas sebagai berikut :

a. Biciang Pelayanan dan Pengeiolaan informasi' bertugas memberikan

pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan

mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. Bidang Pengelolaan Data dan Dokumentasi Informasi' bertrrgas mengolah

clata yang akan disajikan sebagai informasi publik' melakukan klasifikasi

jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;

c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi, bertugas melakukan advokasi dan

mewakili institusi dalam menyele saikan Sengketa informasi;

d.. Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas

memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan

prasarana mendukun g terse dian y a iay anan informasi dan dokumentasi'

BAB VI

MEKANISME PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI

Pasal 13

Pelayanan Informasi Publik dilakukan dengatr :

a. Penggunaan Informasi Publik;
b. eenyediaan Informasi Publik sesuai permohonan'

Pemohoninformasid'andokumentasimeliputi:

a. Perseorangan;
b. KelomPok MasYarakat;

c. Lembaga swadaYa masYarakat;

d.. Organisasi masYarakat;
e. Partai Politik;
i. Badan Pubiik lainnYa'

Pasal 14

Pelayananinformasipubl'ikrnelaluipenggunadised.iakandandiumumkanmelalui
utebsite Pemerintah Daerah dan sarana prasarana pengiriman informasi lainnya

yang tersedia di Pemerintah Daerah'

P
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Pasal 15

Informasi pubtik yang ada di PPID, selain yang dikecualikan' d'apat di akses oleh

pubiik melalui permohonan secara tertulis'

Pasal 16

permohonan Informasi dan dokumentasi kepad'a Pemerintah Kabupaten memenuhi

persyaratan:

a. Mencantumkan
b. Mencantumkan
c. MenYamPaikan

dibutuhkan;
d. Mencantumkan

dokumentasi.

identitas Yan.gjelas;
alamat dan nomor telepon yang jelas;

secara jelas jenis informasi dan dokumentast yang

maksud dan tujuan permohonan informasi dan

Pasal 17

Jawaban atas permohonan tertulis d.ari pemohon, diberikan pula secara tertulis

paling lambat 1O (sepuluh) hari kerja yar,g isinya:

a. Informasi yang diminta berada pada kewenangan atau penguasaan atau

tidak;
b. Jika tidak memiliki kewenangan/penguasaan, memberitahukan Lembaga

publik mana yang m.miut i a.*8"#?.rTmenguasai informasi yang diminta;

c. Menerima atau menolak permohonan;

d.Penjelasanataspengaburaninformasiyangdinrohon(bilaada);
e. penjelasan terhadap p".*ot ot rn infoimasi apabila informasi belum

dikuasai/ di dolarmentasikan;
f. Biayay"tg ait"ttggungjika ada konsekuensi biaya'

BAB VII

PELAPORAN

Pasal 18

ppID wajib menyampaikan laporan penyeleng garaar- pelayanan informasi publik

setiap bulan, ="-."t., dan tahunan' kepada Bupati'

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 19

Segalabiayayangdiperlukanuntukpengelolaanpelayananinformasidan
dokumentasi di ringkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan sangihe dibebankan

pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten' dan dianggatkan pada

setiap tahun.

+
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BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Sangihe.

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 2:q iuli 2Oi 5

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Peraturan
Kepulauan

Diundangkan di Tahuna

Pada tanggal, 29 S\*i ZA15

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2015 NOMOR LC

MPAS MAKAGANSA

KAKONDO



a
z

v

a
Ei

=F

zc
M
rJr

rn
Flr

\J
Z
a
z
D
J
D
A
frl

F
+r
D
no

I
d
t-
d
ID

J1
c)a

ili-iifii
!o 6!l6u)!
l9"H!

iEE!lei! e!

o
^J-Feq?

!(u
!!i
MH-o
M^Or cd
NLLVI

d
d
o
d
o
rU
tio
tr
c,A

a
d

=o.
(d

o
(-)
h0

O
0.

O
.i
b0
-l

Cda
cd

d
=al

Fr-rt.7l..- l.IJ
Adi.t ,t C

--hC)29+J
;t7C!J'1\r< f;
^,4 I
\J!a4 s
o{r+iA-:1U i
IJi!

-'--\ 
liai 'i<6 I>!a tr

tv c-)\z tu
Yrn /1r-
--z- 4a 0.-d tr
Z-t 'il<; a

rn =?, .E
H-\i(riFrr /-= (. $.

-l< L-
,j (At:; 

-a ze iz <c u
FriI.)a =a !
i,o := a
H\ ..- (-\ 14

O-O (\M
r,t o >aY7 rrl>
-> o.6
EE >o-F. R ,-:,A ZDr-::S(
mi)-,*14 -., F1 l,

Z -i4>
^) .+ <f- W
3 J: >o
F 'cZ
( .r, ,":. O iM'-C*r,rfrn ila
Z\-ts
S "42=^(r<'n\J-h.:
-i-i IJF><zz<u<ri)Z??

+

da

AF9X(J4i

C)d
lJi!
un9
! oll
Gd!ilAaH

nA

doi r'6fn= d
nr -i ia::5
h,0.^ c
d-

HA
!


